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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

MOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGS! DINAS KOPERASI
DAN PENANAMAN MODAL KASUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbong  : o Bahwo dengon  felah  ditetapkannya  Peraturan Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tenfang
Perubchan atas Peraturan Doerch Kabupaten Muara Enim
Nomor 19 Tabun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim , maka dalam
rangkah kelancaran peloksonoon fugos Dinos Koperasi dan
Penanaman  Modal perlu dilakukan Penjobaran Tugas Pokok
dan Fungsi Dines Koperosi don Penonoman Modal Kabupaten
Muara Enim ;

b. Bohwa berdasorkan Perfimbangan sebagaimana  dimaksud
hurdf a perlu menelapkan Keputusan Bupali Muara Enim,
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan
pencnaman Modal Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang —undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Doerah Tingkat || dan Kela praja di
sumalera Selatan | Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun
1959 MNomer 73, Tambohan lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 1827 ) ;

2. Undang-undang Republik Indonesio Momor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerch | Lembaran MNegara Republik
Indenesia Tahun 1999 Momor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3839 | ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Memor 25 Tahun 1339
tentang Perimbangan Keuongan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah [ Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999
MNomor 72, Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 3848 ) ;

4. Undong-undang Republik Indonesio Momor 8 Tahun 1574
tentang Pokok-pokok Kepegawaian | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Momor 55, Tambaohan Lembaran MNegara
Republik Indoensia Momor 3041 | sebagaimaona telah diubah
dengan Undang-undang Nemor 43 Tahun 1999 [ lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3850 )

5. Perghaon



Menetapkan

Ly

Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tantang Kewenangon Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom | Lembaran Megara Republik Indonesic
Tahun 2000 Nemor 54, Tambahan lembaron Megara Momor
3952,

Paraturan Pemerintah Republik Indonesio Momeor 8 Tahun 2003
Tentang Pedoman Crganisasi Perangkat Dosrah | Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 § ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dein Bentuk Roncangan Keputusan Presiden | ;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomeor 16 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemernfah Kabupaten Muara Enim ;

Peraturan Doaerah Kabupaten Moara Enimn Nemor 20 Tahun
2002 tentang Perubchan afas Peraturan Doerah Kabupaten
miuara Enim Momer 19 Tahun 2000 fentang Pembentukan
Orgonisasi dan Taja Kerja Dinas Doeroh Kabupaten Muara
Enimm;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMJABARAN TUGAS POKOK DAN
FUNGS! DINAS KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN
MULARS ENIW,

BAE |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengon :

o s e

Daerah adalah Kabupaten Muara Enim

Pemerintah Doerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Bupati adalah Bupati Muara Enim

Wakil Bupati adalah wakit Bupafi Muara Enim

Sekretans Doerah adalah Sekretans Daerch Kabupaten Muara Enim

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim

Kepala Dinas adalah Kepala Dinos Koperasi dan Peranemaon Medal

Kabupaten Muara Enim

8. Unit Peloksana Teknis Dinas adalah Unit Peloksana Teknis Dinos Koperasi
dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim

9. Kelompok Jabatan Fungsional adolah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yong
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang uniuk meloksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi
keahlicanya dalem rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan,

BBl
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BAB Il

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Koperasi don Penanaman Modal menpokan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dibidang Koperasi dan Penanaman Medal ;

(2} Dinas Koperasi dan Penanaman Madal dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas vong berada dan bertenggung jowab kepado Bupali melalui
Sekretans Doerah.

Pasal 3

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyal uges melaksanakan
urusan rumaoh tangga dasrah dalam bidang Keperasi don Penonaman Modal
yarng menjodi tanggung jowabnya melipufi permbinoan dan pengembangan
Koperasi Pengusahe kecil dan menengoh serfa Penanaman Medal Caerah,

Posal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Koperasi dan
Penanaman Maodal mempunyal fungsi

a. Perumusan kebijokon teknis di bidang Koperasi Pengusah Kecll dan
Menengah serta Penanaman Modal ;

b. Pelaksangan bimbingan teknis di bidang Koperosi sesuol dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemeriniah

c. Peloksanoan pengendalian dan pengowasan, promost potensi doerah,
pemberian sarana dan prasarana di bidang penanaman Modal ;

d. Pelaksonaan Pembinaan daon pengembangaon kelembogoan di bidang
Koparasi ;

e, Pelaksanaan urusan Ketotausahaon dan perlengkapan Dinas

f. Pelaksanaan tugas loin yang diberikan oleh otasan.

EAB (i
ORGAMNISAS]
Bagian Pertoma
SUSUNAN ORGANI5ASI]

Pasal 5

Dinos Keperasi dan Penanaman Modal terdird dari -

. Kepala Dinas ;

b. Bagian Tata usaha;

c. Sub Dincs
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c. Sub Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan menengah |
d. Sub Dinas Penanaman Modal ;

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

f. Kelompok labatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA
Pazal &

Bagion Tata uscha mempunyai luges meloksanakon urusan penyusunan
pragram dan perencanccn, Kepegowaion, Keuongan, Perlengkapan ruman
tangga, Kehumasan, Maskah dinas dan Pelaporan.

Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bogion Tata Usaha
mempunyai fungsi :

a. Penyiopon bahan dan koordinasi pelaksanoan penyusunan  rencand
program kerja dan pelaporan ;

b. Pelaksanaan pengelolaan urusan adminstrasi kepegawaion ;
Peiaksanoan pengelolaan urusan administrasi keuangan ;

d. Pelaksanoan urusan umum rumah tangga petiengkapan, naskah dinas
dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinos |

e. Pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh alasan.

Pasal 8
Bagian Tata Usaha terdiri dart :
Q. Sub. Bagian Perencanaan ;
b, Sub Bagian Unnuns ;
c. Sub. Bagian Keuangan.
Pasal %

] Sub Bogion Persnconcon mempunyal fugos meloksonakan penyiapan
bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa
data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan ;

(2] Sub Bagian Urum mempunyal tugas melaksanakan urusan administrasi
Kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, sural menyurat, kearsipan,
kehumasan, parjalanan dinas dan pemelihargan barang inventaris ;

(3] Sub Bogion Keuangan mempunyai fugas meloksanakan peryiapan bahan
peryusunan  anggaron,  pengeloloan administrosi pembukuan,
melaksanakan  perhifungon  don venfikasi serla mengunss
parbendaharaan.
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Bogian Ketiga
SUB DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
Pasal 10

Sub Dinas Koperasi dan Pengusaha kecil dan menengah mempunyai fugas
melaksanakon penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk feknis penyusunan
program pembinagan dan pembangunan koperasi, permedalan pengesahan
Badan Hukum Koperasi, penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan fugas tersebut poda pasal 10 Sub Dinas Koperasi
dan Pengusaha kecil menegah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijokan teknis dibidang koperasi pengusaha kecll dan
menengah ;

b. Pelaksonoan pemberian bimbingon dan pengembangan kelembagaon
koperasi penguscha  kecll don menengoh serta pembinoan  dan
pengembangan kelompok usaha bersama ;

¢. Fasilitas  pengembongon  permedalon dan manaojemen  koperasi,
kemintraon koperasi/pengusaha kecil menengah dengan badan usaho
loinnya ;

d. Pengeschan badan Hukum Koperasi ;

e. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan peranan keperasi pengusaha
kecil dan menengah ;

f. Pelaksanaon tugas lain yang diberikan oleh atasan,

Pasal 12

Sub Dinos Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengoh terdin dari :
a. Seksi usaha dan pengembaongan koperasi ;

b. Seksi usaha kecil dan menengah ;

c. Saksivscha dan permodalan.

Pasal 13

(1] Seksi wusaha don  pengembangan  koperasi  mempunyal  fugas
melaksanakan penyiapan bahan, rencana dan petunjuk teknis operasional
pembinaan perkoperasion dan kelompok usaha bersama, pengesahan
badan hukum koperasi, penyuluhan dan pelatihan ;

{2) Seksi usoho kecl dan menengoh mempunyai fugos melaksanakan
penyiapan bahan, rencana don petunjuk teknis operasional pembinaan
pengusaha kedil dan menengah sera pengelolaan dan pelatihan ;

13) Seksi usaha dan permoddlan mempunyai tugas melaksanakan penyiopan
bahan, rencana don petunjuk teknis operasional pembinoon koperosi
dibidang usaha dan permodalan koperasi.
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Bagian Keempat
SUB DINAS PENANAMAN MODAL
Pasal 14

Sub Dinos Penanaman Modal mempunyal tugas melaoksonakan penyigpan
bahan, pedoman dan kebijokan feknis promosi potensi penanarman meodal,
pemberion sarana dan prasarana pengendalion dan pengowasan serfa
koordinasi dan kerjosama dengan pihok ketiga dolom bidang penanaman
modc,

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugos tersebul pada posal 14, Sub Dincs
Penanaman Modal mempunyai fungsi

. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal daerah

a
b, Penyelenggaraan promosi potensi penanaman meodal daerah ;

[m]

Pemberian sarand dan prasarana dibidang penanaman modal daerah ;
d. Pelaksanaaon koordinasi penanaman modal daerah ;

& Pelaksonoan pengawasan pengendalian evaluasi dan monitoring kegiatan
penanaman modal daerah ;

f. Pelaksanoan fugas lain yong diberkan oleh atasan,

Pasal 16

sub Dinas Penanaman Medal terdin dari -
a. Seksi promosi

b. Seksisarana dan prasarana

c. Seksi pengendalion dan pengawasan

Pasal 17

(1) Seksi Promosi mempunyai fuges melaksanakan penyiopan bahan dan
data imformasi potensi daerah dalam rangko pengembangan investas
penanaman modal daerah ;

(2} Seksisarana dan prascrana mempunyai tugas melaksanakan penyiopan
bahan, pedoman den petunjuk teknis pemberian sarana dan prasdrana
dan kelengkopan edministrasi dolem rangka menunjong penanaman
modal ;

(3} Seksi Pengenddlian dan Pengowasan mempuryal fugas melaksanakan
penyiapan bahon, penyusunan rencana pemantauan, pengendalian dan
pengawasan  serfa melakukan  evaluasi dan monitoring  ferhadap
peloksanaan kegiotan penanaman modal,

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18
Kelompok
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan sebagian
tugas dinos sesuai dengan bidang keahlion tenaga fungsional masing-mosing
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 19

(11 Kelompok jobatan fungsional terdin dari sejumlah tenaga fungsional yang
ferbagi  daelom  berbagai fenaga fungsional sesual dengan  bidang
keahlionnya ;

(2} Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenoga
fungsional senior yang ditunjuk cleh Kepala Dinas

(3} Jumiah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1] ditentukan berdasarkan
kebufuhan dan beban kerjo

(4} Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud oyat (1) diatur
berdosarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP
Pasal 20

Hol-hal yang belum dictur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan tersendin oleh Bupati.

Kepuiusan ini mulai berlaku pada tonggal diundangkan,

Agar supaya  sefiop  orang  dopat  mengetohuinya,  memerintabikan
Pengundangaon Keputusan ini dengan penempatannya dalom  lembaron
Diaerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetopken di  Muara Enim
padatanggal 11 agusris 2003

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Divndangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 sorsris 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENI
.-"':"&-
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MUHAMMAD AKIP YOENOES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR (/ S&E/



